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ABSTRAK 

Peraturan Desa no. 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

BAB II tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 yang mengharuskan dana 

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib 

anggaran. Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, 

menggunakan dana desa tahun 2018, untuk membangun prasarana saluran air. Oleh 

karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pembangunan prasarana 

saluran air di desa ini. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori 

transparansi dari Kristianten, yang melihat transparansi dari 4 aspek yaitu ketersediaan 

dan aksesable dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan 

kerangka yang menjamin transparansi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan saluran air didesa ini 

belum transparan, karena dari 4 aspek transparansi yang dikemukakan Kristianten, 

masih ada aspek belum terpenuhinya, yaitu ketersediaan dan aksesable dokumen 

laporan pertanggungjawaban. Peneliti ini menyarankan, agar transparansi dapat 

ditegakkan, perlu penguatan fungsi BPD dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

mengawal pengelolaan dana desa agar dijalankan sesuai dengan amanah dari Perdes 

Nomor 2 tahun 2018 sehingga dana yang disediakan sesuai dengan peruntukkannya, 

yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

Kata Kunci : Transparansi, Pembangunan Saluran Air, Desa Tegal Rejo 
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ABSTRACT 

Village Regulation number 2 of 2018 about the village expenditure budget, 

chapter 2 concerning the principles of village financial management article 2 which 

requires village funds to be managed based on transparent, accountable, participatory 

and orderly budget principles. Tegal Rejo Village, Lawang Kidul District, Muara Enim 

Regency use the 2018 village funds for the construction of water channel infrastructure. 

Therefore, the aim of this study is to determine the transparency of village funds for the 

construction of water channel (conduit) infrastructure in Tegal Rejo Village. The theory 

used in this research is the theory of Kristianten transparency, which known four 

aspects of transparancy,  there are availability and accessibility of documents, clarity 

and completeness of information, openness of processes, and a framework that ensures 

transparency. This type of research is descriptive with qualitative research methods. 

Data collection techniques used are observation, interview, and documentation 

techniques. The results showed that the construction of water channels in this village 

was not yet transparent, because from the 4 aspects of transparency stated by 

Kristianten, there are still aspects that had not been fulfilled, which are are the 

availability and accessibility of accountability report documents. The researcher 

suggests that transparency should be enforced, it is necessary to strengthen the function 

of the BPD and increase the people of Tegal Rejo village participation in overseeing 

the management of village funds in order to fit in accordance with the Peraturan Desa 

No.2 of 2018 so that the funds provided are in accordance with their allocation, namely 

economic empowerment of village communities. 

 

Keyword :Transparency, Waterways Construction, Tegal Rejo Village 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Administrasi Publik (Public Administration) adalah suatu ilmu sosial yang 

mempelajari tentang cara pengelolaan suatu organisasi publik/umum dalam konteks 

kehidupan bernegara, yaitu Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Ilmu 

Administrasi Publik menghubungkan tiga elemen utama negara (Eksekutif, Legislatif, 

dan Yudikatif) dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan publik, 

tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur tentang 

penyelenggaraan negara.  

New Public Manegement (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral 

dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan 

lean management. NPM dipahami sebagai suatu bentuk privatisasi sejauh mungkin 

atas aktivitas pemerintah. NPM telah mengalami perubahan orientasi, yakni:  

1. Orientasi The Drive (mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja), 

2. Orientasi Downsizing and Desentralization (mengutamakan penyederhanaan 

struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit – unit yang 

lebih kecil agar berfungsi secara cepat dan tepat), 

3. Orientasi In Search Of Excellence (mengutamakan kinerja optimal dengan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi), dan  

4. Orientasi Public Service (menekankan pada kualitas, misi, dan nilai – nilai yang 

hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada 

aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, memberikan 

otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-

wakil mereka, menekankan “social learning” dalam pemberian pelayanan publik 
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dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi 

masyarakat, dan akuntabilitas. 

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan 

yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.  

Transparansi adalah salah satu prinsip dari good governance, transparansi 

adalah keterbukaan atas semua tindakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah 

dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar 

arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi 

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau sehingga 

bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Membuka akses informasi kepada publik adalah kewajiban bagi pemerintah 

terutama badan publik. Beberapa alasan mengapa transparansi itu penting, yakni : 

1. Kekuasaan rawan disalahgunakan. Penyelewengan kekuasaan biasanya akan 

terjadi jika tidak adanya transparansi atau keterbukaan di dalam pelaksanaan 

pemerintahan, karena semakin besar kekuasaan akan semakin besar pula 

kemungkinan akan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.  

2. Dasar pelaksanaan pemerintahan di negara demokratis adalah dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menyebabkan munculnya kebijakan yang 
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mengutamakan keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan yang menjamin 

pemerintahan sesuai dengan dasar negara demokratis. 

3. Keterbukaan menjadikan adanya kebebasan akses untuk setiap warga negara dalam 

berbagai informasi. Masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan 

pemerintahan sehingga dapat berperan serta dalam penentuan agenda publik. 

Selain itu, masyarakat berhak memperoleh informasi karena merupakan hak 

konstitusional dimana sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik dan merupakan hak asasi manusia. Adanya 

transparansi atau keterbukaan ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam 

menanggapi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika kita 

menginginkan pemerintahan yang baik maka harus terlaksana keterbukaan atau 

transparansi antara pemerintah dan masyarakat. 

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran strategis 

dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 

termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan pemerintah sebagai langkah nyata 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. 

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki 

kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan 

posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan 
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pemerintah pusat secara luas. Dengan kata lain, desa merupakan acuan utama 

keberhasilan pemerintah dalam urusan dan program dari pemerintah. 

Desa sebagai wadah yang terorganisir oleh pemerintah dan memiliki 

kewenangan dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan desa, dimana dalam 

pengembangan pemerintahan desa pasti memiliki masalah pendanaan. Alokasi Dana 

Desa merupakan penyokong dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat dengan melibatkan. 

Mardiasmo (2004:3) mengemukakan bahwa salah satu unsur reformasi total itu 

adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Sehingga 

ada dua alasan yang muncul akibat adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas pada 

daerah. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah 

menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam 

mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah kedua, tuntutan 

pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game 

yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan 

datang. 

 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota 

yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 60 Trilyun Rupiah, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp 46.200,00 miliar 

(empat puluh enam ribu dua ratus miliar), dibagi secara merata kepada setiap desa, 

besaran per Desa adalah Rp 616.345.000,- (enam ratus enam belas juta tiga ratus 

empat puluh lima ribu). 

b. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp 1.800,00 miliar (seribu 

delapan ratus miliar), dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa 

sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi ; 
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c. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp 12.000,00 miliar (dua belas 

ribu miliar), dibagi berdasarkan : 

a) Jumlah penduduk desa dengan bobot 10%, 

b) Jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%, 

c) Luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan 

d) Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa 

dengan bobot 25% 

Tabel 1. Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota 

 Tahun Anggaran 2018 

No Kab Jumlah 

Desa 

Alokasi 

Dasar per 

Desa (Rp) 

Alokasi 

Dasar (Rp) 

Alokasi 

Afirmasi 

Alokasi 

Formula 

Total  

1 Kota Sungai 

Penuh 

65 616.345 40.062.425 - 7.208.921 47.271.346 

2 Ogan Komering 

Ulu 

143 616.345 88.137.335 7.877.450 22.798.653 118.813.420 

3 Ogan Komering 

Ilir 

314 616.345 192.532.330 12.288.822 47.370.527 253.191.679 

4 Muara Enim 245 616.345 151.004.525 16.542.645 40.614.004 208.161.174 

5 Lahat 360 616.345 221.884.220 12.131.273 35.142.813 269.158.286 

6 Musi Rawas 186 616.345 114.640.170 14.336.959 37.821.090 166.798.219 

7 Musi Banyuasin 227 616.345 139.910.315 8.922.744 45.779.020 194.512.079 

8 Banyuasin 288 616.345 177.507.360 18.748.331 57.164.516 253.420.207 

9 Ogan Komering 

Ulu Timur 

305 616.345 187.985.225 787.745 17.153.182 205.926.152 

10 Ogan Komering 

Ulu Selatan 

252 616.345 155.318.940 8.034.999 27.061.195 190.415.134 

11 Ogan Ilir 227 616.345 139.910.315 10.398.234 26.655.771 176.946.320 

12 Empat Lawang 147 616.345 90.602.715 2.835.882 18.785.322 112.223.919 

13 Penukal Abab 
Lematang Ilir 

65 616.345 40.062.425 7.719.901 17.281.309 65.063.635 

14 Musi Rawas 
Utara 

82 616.345 50.540.290 8.980.293 23.657.600 83.178.183 

15 Prabumulih 12 616.345 7.396.140 1.102.843 7.795.651 16.294.634 

16 Bengkulu 

Selatan 

142 616.345 87.520.990 - 9.872.939 97.393.929 

17 Rejang Lebong 122 616.345 75.194.090 5.356.666 16.978.457 97.529.213 

18 Bengkulu Utara 215 616.345 132.514.175 - 14.229.790 146.743.965 

19 Kaur 192 616.345 118.338.240 - 11.629.185 129.967.425 

20 Seluma 182 616.345 112.174.790 945.294 13.583.493 126.703.577 

21 Muko – muko  148 616.345 91.219.060 315.098 15.009.891 106.544.049 

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan perubahan rincian dana desa menurut 

kabupaten/kota tahun anggaran 2018 
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Tahapan pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yakni : 

a. Tahap 1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 

bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan syarat : 

1. Perdes tentang APBDes ; 

2. Perda tentang APBD ; 

3. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan 

rincian Dana Desa per desa. 

b. Tahap 2. Disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat 

minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar 40% dengan syarat : 

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu 

tahun 2017 ; 

2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output 

Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 ; 

c. Tahap 3. Sebesar 40%. Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018 dengan 

syarat : 

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75% atau 

Tahap II ; 

2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output 

Dana Desa sampai dengan Tahap II. 

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,  

 Isi perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dalam 225/PMK.07/2017 adalah 

a. Perubahan Tahapan Penyaluran Dana Desa 2018 berubah dari 2 tahap menjadi 

tahap ditambah dengan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini 

mengubah ketentuan Pasal 100 PMK Nomor 50/PMK.07/2017, yaitu : 

1. Tahap 1 sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan : 
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1) Peraturan Daerah mengenai APBD ; dan 

2) Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian 

Dana Desa per desa; 

2. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan : 

1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan 

2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya ; 

3. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan: 

1) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II ; dan 

2) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa 

sampai dengan tahap II. 

b. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam laporan Laporan 

Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling 

sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan 

dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik 

dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai 

kinerja kurang baik. 

c. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di 

Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30% dari semula minggu pertama bulan Juli 

menjadi minggu kedua bulan Juni. 

d. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di 

RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni. 

e. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran 

sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula 

minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juli. 

f. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juli. 

g. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi 

Penyerapan Dana Desa dan Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat 

jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan 

sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (Cash For Work) 

pada kegiatan Dana Desa. 

 

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan menyeluruh 

mengenai informasi yang terkait dengan anggaran pada saat digunakan secara tepat 

dan sistematis. Transparansi juga berarti adanya peluang bagi masyarakat dalam 

menggunakan haknya untuk menghadiri, memantau, atau bahkan memberi masukan 

dalam proses perencanaan, pembahasan, maupun proses pengambilan keputusan, dan 

lainnya. Dalam transparansi anggaran sendiri, masyarakat memiliki hak untuk 

mendapat informasi, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk 
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mempublikasikan atau memberitahukan dokumen dan kegiatan perencanaan anggaran 

kepada masyarakat.  

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan 

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh Informasi adalah suatu 

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi 

lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. 

 

Tabel 2. Penyelenggaraan APBDes Desa Tegal Rejo Tahun 2018  

No Penyelenggaraan Biaya Persentase 

1 Pemerintahan Desa  Rp. 796.197.015,- 36.30 % 

2 Pembangunan Desa Rp. 862.165.000,- 39.31 % 

3 Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 391.069.500,- 17.83 % 

4 Pemberdayaan Masyarakat Rp. 134.356.000,- 6.13 % 

5 Penanggulangan Bencana Darurat Rp. 9.312.500,- 0.42 % 

Belanja Rp. 2.193.100.015,82 100 % 

Sumber : Diolah oleh Penulis berdasarkan Banner Info Grafis APBDes Tegal Rejo 

Tahun 2018  

 

Table diatas menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan 

adalah 39%, dimana menjadi persentase tertinggi dalam penyelenggaraan APBDes 

Desa Tegal Rejo dibandingkan dengan penyelenggaraan yang lain. Maka dari itu 

penggunaan dana desa untuk pembanggunaan harus terus dipantau penggunaannya, 

karena selain menggunakan anggaran yang tidak sedikit, program pembangunan Desa 

juga diperuntukkan kepada masyarakat Desa Tegal Rejo.  

Desa Tegal Rejo adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Muara Enim 

yang melakukan pembangunan desa pada sektor saluran air. Perlu kiranya untuk 

melakukan penelitian pada Saluran Air untuk melihat bagaimana proses transparansi 

dan mekanisme dalam penggunaan dana desa untuk program pembangunan saluran air 
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dalam mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Transparansi Dana Desa untuk Pembangunan 

Prasarana Saluran Air di Desa Tegal Rejo Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu aspek-

aspek apa yang menjadi penyebab pembangunan prasarana saluran air di Desa Tegal 

Rejo Kabupaten Muara Enim transparan? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian adalah untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang menjadi penyebab 

pembangunan prasarana saluran air di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul 

Kabupaten Muara Enim transparan. 

 

2. Manfaat Penulisan 

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Akademik 

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu 

karya ilmiah, menambah referensi bagi siapa saja yang membacanya. Penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pendalam perkembangan ilmu-ilmu 

sosial yang berhubungan dengan Transparansi dana pembangunan prasarana di 

Kabupaten Muara Enim. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam 

Transparansi Dana Desa untuk Pembangunan Prasarana di Desa, 

serta penerapan ilmu. 

2. Bagi Pemerintah diharapkan memberikan masukan untuk 

peningkatan kualitas pertanggungjawaban transparansi 

pembangunan prasarana kepada masyarakat. 

3.  Bagi masyarakat diharapkan mampu mengawasi Pemerintah Desa 

dalam melakukan kegiatan pembangunan yang ada di Desa 
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